
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR q TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang diajukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan
umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

b.

C.

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

l£mbaran NeBra Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 TaIlun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia TaIlun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor I04, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 IO) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tallun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Tahun 2014Undang-Undang

tentang Pemerintahan

Republik Indonesia
Tambahan

Nomor 23

Daerah (Lembaran Negara
244,Tahun 2014 Nomor

l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor I
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah (l£mbaran
Negara Republik Indonesia Tallun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757) ;

Undang Un(lang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

9
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967

dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828) ;

IO. Peraturan Pemerintah Nomor I09 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor

171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinandan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor I06);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42) ;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun

20 17 tentang Pengelompokan Kemampuan

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor I067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Daerah

(Bedta Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun
202 1 tentang Pedoman Penyusunan AngE,aran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 926) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.1

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu
3. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Bengkulu.

5. Anggaran Pendapatan

selanjutnya disingkat

dan Belanja Daerah

APBD adalah rencana
yang

keuangan
tahunan

daerah

daerah yang ditetapkan dengan peraturan

6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD .

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
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Pasa12

Alwrran Fbnda{ntan dan Belanja Daerah tahun ang©ran 2022 semula setxsar
Rp:2.838.779.8:A.231 txrtamtnh setxsar Rp288.CXX).650.688 sehinw maljadi
Rp3.126.780.4M.919, den@n rincian setnwi txrikut:

1. Fknda{ntandaerah
a. Semula

b. Bertamtnh/(txrkurang
Jumlah FnndaFntan daerah set£lah rnnrtnhan

Rp2.760.078.404.721

Ba 95.542.669.073

Rp2.855.621.073.794

2. Belanja Daerah
a. Senlula

b. Bertamtnh/(txrkurang
Rp2.838.779.834.231
Rp 288.000.650.688

Jumlah txlanja daerah set£lah Fnrutnhan
3. Fkmbiayaandaerah

Rp3. 126.780.848.919

a. lbnerimaanrnmbiayaan
RP 81.531.429.5101)

Bertamtnh/(txrkUIang RF)192.457.981.6152)

Jumlahpenerimaan Frmbiayaan set£lahFnrutnhan

Sanula

Rp273.989.41 1.125
b. Fkn@luaranWmbiayaan

1) Sanula
2) &bmbah/(brkurang @

Jumlahpengeluaran Fnmbiayaan set£lahrxrutnhan

W.830.000.000

JumlahFnmbiayaan netDset£lahFnrutnhan
Sisalebih pembiayaan ang©ran set£lah perutnhan

2.830.000.000

Rp271. 159.411.125
0--r

Pasa13

Anwran FxndaFntan daerah setn@imana dimaksud dalam Ihsal 2, txrswntnr dali:
a. lbndapatanasHdaerah

1) Sanuh RPM.619.720.721
2) ButaEnbah/(tHrkwang Rp 64.106.052.602

Jumlah penda4ntan adi daerah wtelah perubahan RpI.030.725.773.323

b. FbndaFntan transfer
1) Sanuh RpI.792.342.684.000

2) Bertamtnh/(txrkurand Rp 31.436.616.471
Jumlah pald%ntan hanger setelah perubahan RI)1.823.779.300.471

c. Iain-lain Fnnda{ntan daeIah yang sah

1) Santa RpI.116.000.000
2) Rrbmhh/(hrkurang @ 0

Junlah lain-lain penda{ntan daerah yang sah setelah Frrutnhan RpI.1 16.CXX).CXX)

Phsal 4

(1) lbndalntanaslidaerah setn@imanadimaksud dalamlhsa13hunrf a,
txrsuurtxr dari:

a .lbjak daerah;
1) SemIM Rp786.034.669.126

2) Bertamtnh/(tnrkurang Rp 28.878.727.1M
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Jumlah Fnjak daerah set£lah Frrutnhan
b. RetdbusidaeIah;

W 14.913.396.280

1) SunIIla
2) Bertamtnh/(txrkurang

Jumlah retdbusi daerah setelah Fnrutnhan

RIS.765.093.572

Rp 30.841.716
Rp5.795.935.288

1)

2) MbmMh/ Chrkwand
Jumlah hasil rrngelolaan kekayaan

Hasil Fnngplolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Sanula Rp18. 191.924.257

Rp(6.009.435.268)

Daerah set£lah rnrutnhan
Iain-Iain rnnda{ntan asli daeIah yan wh;
1) Sanula Rp156.628.033.766
2) Bertamtnh/(berkurang Rp 41.205.919.(XX)

d

Jumlahlain-lainwnda}ntanasli
Daerah yang sah setelah Fxrutnhan Rp197.833.952.766

(2) lbnda{ntan transfer setn@imanadimaksud dalamFhsa13huruf b,
txrsurrrtxr dart:

RI)12. 182.488.989

Transfer Fnmuintahpusata

Rr)1 .792.342.684.000
Rp 31.436.616.471Bertamtnh/(txrkwang

Jumlah transfer lnmaintahpusat

1)

2)

SunIIla

Setelah rnrutnhan
b. Transfer antar daerah

Rp1 .823.779.300.471

1) Sanula
2)

RpO

Bertamtnh/(txrkurang
Jumlahtransferantar daerahset£lah wrutnhan 0

(3)

a

Iain-Iain lnndalntan daerah yang sah setn@imana dimaksud dalam Ihsal 3

hurufb,txrswntxr dad:

Paldalntanhitnh

RW

RP

1) SunIIla
2)

Jumlah hitnh setelah rnrutnhan
b. Dana darurat

Bertamtnh/(tx,kuland
RpI . 1 16.000.000

RE
M116.000.000

1) Sanula
2) Bertamtnh/(txrkurand

Jumlah dana darurat setelah Fnrutnhan

RP
Ba

RP
Iain-Iain Fnndarnt,n sesllai den@n ketentuan

nrwlda='g-t:'lda''W
1) SanuIa @
2) &bmbah/(hrh„and &

Jumlahlain-lainrrnda{ntanwsuai den@nketentuan

Fnraturan

Wratwa11 Wnlndang-tlr=danW
S,t,lahlr,utnhan RpI. 1 16.000.000
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Anwran tx]anja daerah setngaimana dimaksud dalam %saI 2, teniiri atas:
a Belanjaoperasional;

Phsal 5

1) Sanula
2) Bertamtnh/(berkurang

Jumlah txlanja operasional set£lah Fnrutnhan

b. Belanjamcxlal;
1) SunIIla
2) Bertamtnh/(berkurang

Jumlahtxlanjamcxial set£lahFrrutnhan
c. Belanja tidak teniu@;

1) Sanula
2) Bertamtnh/(txrkurand

JumlahBelanja tidakteIdu@set£lahKrutnhan
d. Belanja transfer;

1) Sanula
2) Bertamtnh/(txrkurang

Jumlahtxlanja tIansfer setelahrrrutnhan

Pbsa16

Belanja operasional setn@imana dimaksud dalam Ihsal 5 huruf(1)

a, t£niiIl atas:

Belanja KWwai
1) Sanula
2) Bertamtnh/(txrkurang

Jumlah txlanja Kwwai set£lah Fnrutnhan
b. Belanja tnIang dan jasa

1) Sanula
2) Bertamtnh/(txrkurang

Jumlah txlanja tnrang dan jasa setelah rxrutnhan
Belanja bun@
1) SunIIla
2) Bertamtnh/(tnrkurang

Jumlahkxlanja bungpsetelahInruInhan
Belanjasubsidi
1) :sernIJla

Bertamtnh/(berkurang2)

Jumlah trlanja subsidi setelah rxrutnhan
Belanja hitnhe

SunIIla1)

2) Mbmbh/(hrkurang
Jumlah txlanja hitnh setelah Ferutnhan

Be]anja tnntuan sosial
1) Sanuh Rp720.000.000

2) Bubmbah/(trrkwang Rp140.OOC).DOC)

Jum]ah tn]anja tnntuan sosial setelah lrrutnhan W60.CXX).CXX)

Rp 2.024.922.701.554

Rp 151.625.348.125
Rp.2.176.548.049.679

B) 385.341.348.511
Rp 51.085.225.520
Rp 436.426.574.031

Rp 11.075.000.000

Rp (890.000.000)

B) 10.185.000.000

Rp 417.440.784.166
Rp 86.180.077.043

Rp 503.620.861.209

RpI .212.293.417.600

(10.265.009.474)RE

RpI.202.028.408.126

Rp777.046.000.454
Rp150. 123.837.599

RP27. 169.838.053

gPo
0ltP

UKaI

0

0
Rp

RP

REM.863.283.500

RpI 1.626.520.000
Rp46.489.803.500
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(2) Belanja mcxlal setn@imana dimaksud dalam Ihsal 5 huruf b,
teIriiri atas:

a. Belanja m(xlal tanah

1) Santa Rp28.036.320.000
2) Bertamtnh/Wcurang Rp(3.913.138.580)

Jumlah txlanja rn(xial tanah setelah Fnrutnhan
b. Belanja mcxial peralatan dan mAn

Rp24.093.181.420

1) Sanula
2) Mbmhh/(brkurang

Jurnlah trlanja mcxla1 rnralatan setelah rnrutnhan
c. Belanjam(xlal tnngunandan©dung

Rp 161.706.905.615

Rp 59.975.560.816
W21 .682.466.431

1) Sanula
2) Bertamtnh/(berkurang

Jumlah tnlanja mcxlal tnngunan

Rp76.584.786.402

Rp 4.476.798.966

Dan ©dung set£lah lxrutnhan
Belanja m(xial jalan, jarin@n, dan idBsi

1) Sanuh RFD6.877.359.604

d
W1.061.585.368

2) Bertamtnh/(txrkurang
Jumlah tnlanja medal jalan, hi@si,

Dan jarinBn setelah perutnhan

Rp(7.526.545.682)

Belanja mcxial amt tetap lainnya
1) Sanula
2)

REM.350.813.922

Rp22. 135.976.890

Rp(1.897.450.000)Bertamtnh/(txrkurang
Jumlah txlanja aswt tetap lainnya
Setelah perutnhan

Belanja mcxlal amt tidak txrwujud;
@O.238.526.890

mbmbh/(hrkurang @ 0
JumlahBelanja m(xlalamttidaktxrwujud setelahFnrutnhan Rp O

1)

2)

SunIIla

(3) Belanja tidak teniugla setn@imana dimaksud dalam Fhsal 5 huruf c, terriid

a. Senlula

b. Bertamtnh/(tnrkurang
Jumlah trlanja tidak terduga setelah rxrutnhan

atas txlanja tidak teniu% yaitu:
RpI 1.075.000.000

Rp (890.000.000)

RpIO. 185.000.000

(4) Belanja transfer utm@imanadimaksud dalamFhsal 5hurufd,teniiriatas:
Belanja tngi hasila

1)

2)

DXq141Wlia

Butamtnh/(berkurang
Rp'416.440.784. 166

Jumlah txlanja tngi hasil setelah perutnhan
b. Belanja tnntuankelr,In@n.

REM. 180.077.043

W)2.620.861.209

2)

Jumlah tnlanja tnntuan kel mn©n

S,telah Frrutnh,n

1) Sanula

Bertamtnh/(txrkwang
RpI .0(D.000.000
Ba

B)1.000.000.000
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Pasa17

Ang@ran pembiayaan daerah setn@imana dimaksud dalam Ihsal 2,t£niiri atas:

a. lbnerimaan Fnmbiayaan

1) Santa RPI.531.429.510
2) Berbmbah/(tBrkUland RF)192.457.981.615

Jumlah Fnnerimaan pembiayaan set£lah perutnhan Rp273.989.411. 125

b. lbngeluaran pembiayaan.

1) Santa Rp2.830.000.000
2) &bmhh/W„lrang @ 0

Jumlah rnng'luaran Fnmbiayaan setelah rnrutnhan Rp:2.830.(XX).m)

Pasa18

lbnerimaan lnmbiayaan setn@imana dimaksud dalam Ihsal 7 huruf a,
terdiri atas:

a Sisa lebih rnrhitunwn anwran tahun setxlumnya
1) SanuIa RH1.531.429.510
2) Bertamtnh/(berkurang

JumlahsimlebihHrhitIIn@nang©ran
Tahunsetxlumnya setelahperutnhan

Rp192.457.981.615

b. Ibnmirandanacadanmn
Rp273.989.411.125

1) Sanula

2)

JumlahHnmirandanacadan@n
SetelahFnrutnhan

Bertamtnh/(txrkwang @
KDLIIJ

MO
C. Hasil rrnjualan kekayaan daerah yang dipisahknn

1) Sanula

2)

Jumlah hasil Fnnjualan kekayaan daerah
Yang dipisahkan set£lah lnrutnhan

Bertamtnh/(berkurang B@

RpO

d. lbnerimaan pinjaman daerah

W

1) Sanula WO

JumlahFnnerimaan pinjamandaerah
Bertamtnh/(berkurand RW

SetelahKrub8aml
lbnuimaan kemtnliKmtxrian pinjamandaerah

RP
e+

2) Bertamtnh/(txrkulang
Jumlah wnaimaan kemtnli rnmtxrian
Pinjaman daernh set£lah perutnhan

f lbnerirnaan pembiayaan lainnya sesuai

:qFET11 119

RpO

HHI

nn111dang-11rldanW
1) Sanula

daWn
RpO

ketentrranperaturan

RPo

Rd
JumlahFnnerimaan lnmbiayaan lainnyasesuai den@nDenganketentuan

Bertamtnh/(kxrkrnang

pratwar= WILlndang-tlrldanW
S,t,lah p„utnhan B)273.989.411.125
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Pasa1 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pa(ia tangga1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal ZI Flo,/ember 202z

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal /+ noVember )OH,

SEKRETARIS DAERAH PROV]NSI BENGKULU,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : ( 4-2 16/2022);
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